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Menimbang :

Mer.gingat

PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 |

ayat (1), dan ayat (3) Peraturan Mentri Dalam Negri
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk
Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan ditetapkan dengan
Peraturan Walikota;

bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar
Kota Palangka Raya pada Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota
Palangka Raya untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional berdasarkan kebutuhan daerah yang telah
memenubhi kriteria dan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang
Kedudukan, Susunan Orgenisasi, Tugas, Fungsi Dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar Kota Palangka
Raya Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka Raya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48,




Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2753);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan  Peraturan . Perundang-  Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199j;
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402),

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Ne¢geri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Mentri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013
Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko Modern;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang
Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah
Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota



Menetapkan :

Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun
2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019
Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka
Raya Nomor 16);

17. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 Tahun
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota
Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2019 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR KOTA PALANGKA
RAYA PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA
PALANGKA RAYA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka
Raya.

3. Waiikota adalah Walikota Kota Palangka Raya.

Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha

Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

S. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Kota Palangka Raya.

6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Kota Palangka Raya.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

-
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Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasgrkan peraturan perundang-
undangan. j

Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan
publikserta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Nama-nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang
menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kota
Palangka Raya pada Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota
Palangka Raya.

Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasar Kota Palangka Raya pada Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
Kota Palangka Raya.

Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha
pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Palangka Raya
pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub
Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis
Palangka Raya pada Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota
Palangka Raya.

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait
dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri
dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan
pengalihan hak atas Bardng dan/atau Jasauntuk
mempercleh imbalan atau kompensasi.

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun
tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,
baik dapat dihabiskan maupun uidak dapat dihabiskan,



dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

18. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk
pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang
diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam
masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau
Pelaku Usaha.

19. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya
pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun
tidak langsung, untuk melakukan  transaksi
Perdagangan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan UPT Pasar Kota
Palangka Raya pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya
dengan Klasifikasi A.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPT Pasar Kota Palangka Raya
pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perindustrian terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
d. Kelompok Jabatan Pelaksana;

(2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pasar Kota Palangka
Raya pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perindustrian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
UPT Pasar Kota Palangka Raya pada Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
mempunyai tugas pokok:
a. menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional



dan/atau Kkegiatan teknis penunjang dinas sesuai
dengan ketentuan Perundang-Undangan;

menyusun program, mengkoordinasikan, membina,
mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan pasar pemerintah Kota Palangka
Raya;

menyusun program, mengkoordinasikan, membina, dan
mengatur pelaksanaan kegiatan pasar;

menyusun program, mengkoordinasikan, membina,
mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan lingkup pasar; dan

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh kepala
dinas sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam pasal (4), UPT Pasar Kota Palangka Raya
menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

(1)

penyusunan kebijakan teknis operasional pengelolaan
Pasar Pemerintah Kota Palangka Raya;

penyusunan  program, koordinasi, pembinaan,
pengaturan, clan pengendalian penagihan dan
penyetoran retribusi,

penyusunan program, koordinasi, pembinaan,
pengaturan, dan pengendalian standar kompetensi
sumber daya dan manajemen UPT;

pembinaan, pengaturan dan pengendalian
ketatausahaan; dan

pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksaan tugas.

BAB V
URAIAN TUGAS

Pasal 6

Kepala UPT Pasar Kota Palangka Raya mempunyai

tugas pokok :

a. memimpin, merencanakan dan mengkoordinir serta
mengendalikan program dan kegiatan di lingkup
pasar;

b. mengawasi dan melaporkan pelaksaan tugas; dan

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
kepala dinas.



(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala UPT Pasar Kota Palangka Raya
mempunyai fungsi :

a.

d.

penyusunan rencana program Kkerja Pasar,
melaksanakan pembinaan organisasi dan tata
laksana UPT Pasar Kota Palangka Raya;

pelaksanaan koordinasi keamanan;

pelaksanaan pembinaan satuan tugas pada UPT
Pasar Kota Palangka Raya; dan

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan keuangan
pasar.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:

a.

b.

raenyusun dan merencanakan program dan kegiatan
operasional UPT Pasar Kota Palangka Raya,;
mengendalikan dan mengelola pelaksanaan kegiatan
di lingkup UPT Pasar Kota Palangka Raya;
menyelenggarakan kegiatan teknis, pembinaan dan
bimbingan kepada para pedagang pasar dan
penyewa tanah Pemerintah di Kota Palangka Raya
sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan;
melaksanakan kegiatan penataan, pemeliharaan
keamanan, ketertiban dan kebersihan gedung serta
fasilitas Pasar di Kota Palangka Raya;

melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
teknis pasar dengan kepala bidang Perdagangan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

memeriksa surat-surat masuak/keluar, nota dinas
dan nota pertimbangan serta arah disposisi kepada
pimpinan sesuai petunjuk dan ketentuan yang
sudah ditetapkan,;

memeriksa dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di
lingkungan UPT berdasarkan pelaksanaan kegiatan
bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
pimpinan sesuai bidang tugas.



Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Pasar Kota Palangka Raya

mempunyai tugas pokok :
a. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan,

kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi
dan pelaporan tugas UPT; dan

b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh

kepala UPT sesuai dengan bidang tugas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT Pasar Kota
Palangka Raya mempunyai fungsi :

a. mengelola urusan umum,
b. mengelola urusan keuangan;

C.

mengelola urusan perlengkapan; dan

d. mengelola urusan rumah tangga.

(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai rincian
tugas sebagai berikut menyusun rencana operasional
Sub Bagian Tata Usaha UPT;

a.

b.

menyusun rencana operasional Sub Bagian Tata
TJsaha UPT;

menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku;

memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja
bawahan dalam  pelaksanaan tugas untuk
pembinaan karir;

menyusun bahan penyusunan kebijakan dan
penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan
pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian,
perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan
kearsipan lingkup UPT berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan;

melaksanakan administrasi penatausahaan
keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah
tangga, kearsipan dan inventarisasi aset di lingkup
UPT;

melaksanakan  pengelolaan  sistem  informasi
administrasi penatausahaan keuangan,
kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga dan inventarisasi aset UPT berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
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g. menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan
rencana.

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pasar Kota
Palangka Raya mempunyai tugas pokok melakukann
penyuluhan dan pengujian mutu barang yang terdiri
dari:

a. penyuluh perindustrian dan perdagangan; dan
b. penguji mutu barang.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional
melaksanakan fungsi :

a. penyuluhan;

b. pemeriksaan;

c. pengujian mutu barang; dan

d. melaporkan bukti pengujian dan pemeriksaan serta
pengawasan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan Pelaksana

Pasal 9

(1) Penamaan jabatan pelaksana dirunuskan berdasarkan
hasil analisis jabatan.

(2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dapat disgsuaikan dengan kebutuhan
organisasi perangkat daerah.

(4) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

(5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan
pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural
dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan
Pelaksana.

(7) Pengangkatan PNS dalam Jabatan  Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh
Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan
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Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.
(8) Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala

UPT.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah
| tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan/atau
| berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok
| sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan
tugas.
| (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
J‘ pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
| senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

| (8) Juralah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
| pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas
| wilayah dan beban kerja.
(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
| ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketantuan Peraturan
Perundang-Undangan.

" BAB VII

| KEPEGAWAIAN DAN ESELON

1 Bagian Kesatu
Kepegawaian

| Pasal 11

(1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat
dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas
berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Perundang-
Undangan.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang
Urusan Pemeritahan yang ditangani yang sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Pembinaar kepegawaian di lingkungan UPT dilakukan
oleh Walikota sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Eselon




(1)
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Pasal 12
Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV.a atau

jabatan pengawas.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan

(1)

(2)

(3)

(4)

()

struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 13
Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi tugas dan fungsi Dinas dan UPT disusun
Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar
Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional
Prosedur (SOP). '
Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atau
manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta
Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
Setiap pimpinan organisasi di lingkuan Dinas dan UPT
wajib menerapkan prinsif koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di
lingkungan Pemerintah Daerah atau dengan instansi
lain di luar Pemerintah Deerah, sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum
Penyelenggaraan Negara.
Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas
dan UPT wajib men, awasi, memimpin,
mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan
apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-
Undangan.
Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas
dan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan secara berkala tepat pada
waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja
organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.
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(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut
dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan
masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib
mengadakan rapat berkala.

(8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan
Dinas dan UPT berhalangan maka tugas pimpinan
satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan
organisasi setingkat dibawahnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1) Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT
dilingkungan Dinas dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber
lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(1) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dan ditetapkan
melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas
yang membawahi UPT dimaksud.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka
Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisesi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya (Berita
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 9) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 16
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 September 2020

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
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